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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum
Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama
Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya,
atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi ini.

B. Konsonan

I =Tidak dilambangkan o= =dI

<« =b L =th

S o=t L =dh

< =ts ¢ = ‘(koma mengahadap ke atas)
N ¢ =gh

z =h = =f

¢ =kh S =q

2o=d 4 =k

3 =4z J =1
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=S 8 =W
o =8y o =h
u<a =5h T =y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda
koma di atas (“), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang “g .

. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan

[13%4]
1

“a”, kasrah dengan “i”, dlammah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing
masing di tulis dengan cara berikut:

Vocal (@) panjang= a misalnya Jé menjadi qala

Vocal (i) panjang = | misalnya  J#menjadi qila

Vocal (u) panjang = u misalnya s menjadi dina

[152]
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

2

({31} ]

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s misalnya Js$ menjadi gawlun

Diftong (ay) = < misalnya o menjadi khayrun



D. Ta’ marbithah (3)

Ta’ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kiamat,
tetapi apabila ta’ marblGthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w 2l 4l W menjadi al-
risélat li al-mudarrisah, atau apabila beraa di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari
susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat
berikutnya, misalnya 4l 4~ , & menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersbut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

Xi



“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan
Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensitifan salat di berbagai kantor pemerintah,

namun...”
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ABSTRAK

Ilham Chairil. NIM 15230087. Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perspektif maqosid syariah
(studi PTPN PG Panji Situbondo ). Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Nur jannani, S.Hi, M.H.

Kata kunci : Implementasi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
mewajibkan bahwa Pemberi Kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang
kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan.
Namun pada kenyataannya pekerja/burun PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo
sering terjadi kecelakaan kerja dikarenakan kurangnya alat pengaman dan
keselamatan serta kurangnya pengecekan terhadap kinerja alat-alat produksi dan
alat-alat penunjang yang dipergunakan sehari-hari. Permasalahan dalam penelitian
ini terkait dengan implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif magasid syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris
dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus. Data yang dikumpulkan berupa data primer hasil dari wawancara
langsung dengan General Manager PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo, Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, tenaga kerja PTPN Pabrik Gula Panji
Situbondo, dan warga yang bertempat tinggal di sekitar PTPN Pabrik Gula Panji
Situbondo. Dan data sekunder yakni buku-buku, undang-undang, yang kemudian
data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis
guna menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo
masih belum sepenuhnya terlaksana, karenamasih terdapat beberapa hak pekerja
yang belum diberikan. Pengimplementasian Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji
Situbondo masih belum sesuai dengan magasid syariah khususnya hifdul nafs,
karena adanya hak-hak pekerja yang belum semuanya diberikan menyebabkan
dampak yang salah satunya menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
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ABSTRACT

Ilham Chairil. NIM 15230087.The Implementation of article 86 of law No. 13 of
2003 concerning employment perspective maqosid sharia (case study of
PTPN XI PG Panji Situbondo)

Mentor: Nur Jannani, SH, M.H.

Key word : Implementation, Health and Safety

Article 86 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower requires that
the Employer must provide occupational health and safety support facilities for the
workers / laborers they employ. But in reality the workers / laborers of PTPN Sugar
Factory Panji Situbondo often have work accidents due to lack of safety and safety
equipment as well as lack of checks on the performance of production equipment
and supporting equipment that are used daily. The problem in this research is related
to the implementation of Article 86 of Law Number 13 of 2003 concerning
Manpower and the implementation of Article 86 of Law Number 13 of 2003
concerning Labor based on the perspective of sharia magasid.

This type of research used in this study is a juridical empirical with a
sociological juridical approach, the research approach used in this study is to use
the statutory approach and case approach. The data collected are primary data from
direct interviews with the General Manager of PTPN Gula Panji Situbondo Factory,
Situbondo District Manpower Office, PTPN Gula Panji Situbondo Workforce, and
residents who live around PTPN Gula Panji Situbondo Factory. And secondary data
namely books, laws. Then the data is edited, examined, and arranged in such a way
then analyzed in order to answer the legal issues in this study.

The results of this study are Article 86 of Law No. 13 of 2003 concerning
Employment in the PTPN Situlondo Sugar Factory still not fully implemented,
because there are still some workers' rights that have not been granted. The
implementation of Article 86 of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor in
the PTPN Situbondo Sugar Factory still not in accordance with sharia magasid,
especially hifdul nafs, because the existence of workers' rights that have not all been
given causes impacts, one of which causes work accidents.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya membangun
untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk
kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja
merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan
pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan
untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan kerja
serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.
Definisi Pekerja pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “setiap orang yang bekerja dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.*

Pencapaian dalam pelaksanaan kerja yang maksimal oleh para pekerja sudah
seharusnya didukung dengan lingkungan kerja yang sehat, selamat, nyaman dan
menjamin produktifitas. Namun hingga sekarang terdapat ribuan pekerja diberbagai
penjuru yang kehilangan nyawa mereka akibat kecelakaan kerja, luka-luka dan
penyakit yang disebabkan karena lingkungan kerja yang kotor. Kesehatan adalah
kebutuhan paling penting untuk seorang pekerja untuk dapat melaksanakan semua

kegiatan pekerjaan yang sudah diberikan oleh pihak pemilik perusahaan. Apabila

! Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279).



kesehatan dan keselamatan dari seorang pekerja terganggu maka akan
menyebabkan kurang optimalnya pekerjaan yang dikerjakannya, sehingga akan
berdampak pada pekerjaannya yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan
oleh pihak pemilik perusahaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan mengamanatkan dalam pertimbangannya bahwa setiap hal yang
menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan
menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi Pembangunan

Negara.

Karena pekerja dalam kondisi sehat adalah tulang punggung keluarga, bangsa
dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan keselamatan. Karena kesehatan kerja
merupakan hak bagi setiap pekerja dalam melakukan pekerjaan untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seperti tertulis didalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut sebagai
UU Ketenagakerjaan) didalam Pasal 86 ayat (1) menyatakan antara lain sebagai
berikut:?

“Setiap Pekerja/Buruh mempunyai hak wuntuk memperoleh perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai

dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Berhubungan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) tersebut maka perusahaan wajib

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi

2 pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279).



dengan sistem manajemen perusahaan.® Kemudian ketentuan mengenai penerapan
sistem manajemen keselamaatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud diatas
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Upaya keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan
meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi
kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.* Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ruang lingkup
Keselamatan Kerja mengatur syarat-syarat Keselamatan kerja disegala tempat
kerja, baik didarat maupun udara.® Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dalam
pasal 3 dimana salah satu syaratnya memberikan peralatan perlindungan diri kepada

pekerja. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum.

Pembangunan bidang kesehatan tersebut diarahkan guna mencapai agar
dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sesuai dengan tujuan dan
pembangunan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “pembangunan

kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan

% Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279).

4 Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bandung, PT. Citra Aditya, 2007, him 115.

5 Zaeni Asyhadier, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta, PT.
Raja Grafindo, 2008, him 106.



hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produktif secara sosial dan ekonomis.”®

Penggunaan teknologi canggih dan berbagai macam bahan kimia juga
mengandung resiko bahaya yang cukup tinggi seperti penyakit akibat bekerja,
kebakaran, peledakan, keracunan, pencemaran lingkungan yang dapat mencederai
tenaga kerja dan orang lain dan dapat menghancurkan aset perusahaan serta dapat
memberhentikan proses produksi yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan

dalam jumlah yang sangat besar.

Penyakit dan Akibat yang berhubungan dengan pekerjaan dapat disebabkan
oleh pemaparan terhadap lingkungan kerja. Walaupun bahaya dari faktor-faktor
atau agen-agen lingkungan tertentu sudah diketahui sejak berabad-abad yang lalu,
namun masih banyak pula yang sepenuhnya belum dapat dikendalikan ditempat
kerja sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Terutama di Negara yang
sedang berkembang seperti Indonesia, upaya-upaya untuk melakukan evaluasi dan
pengendalian ditempat kerja termasuk juga bahaya-bahaya dalam sebuah pekerjaan

yang efeknya sudah jelas diketahui seringkali kurang untuk mendapatkan perhatian.

Namun sayangnya meskipun dengan banyaknya peraturan mengenai K3
dan hak-hak tenaga kerja, masih bayak sekali perusahaan atau pabrik-pabrik yang

tidak mengimplementasikan UU yang ada, tidak terkecuali pabrik bekas milik

6 pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063).



negara PTPN misalnya. Sebagai contoh PTPN Pabrik Gula Panji yang ada di
kabupaten Situbondo, hamper setiap tahun selalu terjadi yang namanya kecelakaan
kerja. Observasi awal yang dilakukan oleh Peneliti para pekerja/buruh yang bekerja
disana sering terjadi kecelakaan kerja dikarenakan kurangnya alat pengaman dan
keselamatan serta kurangnya pengecekan terhadap kinerja alat-alat produksi dan
alat-alat penunjang yang dipergunakan sehari-hari. Sebagai cotoh adalah
kecelakaan yang diakibatkan oleh cakar ampas tebu, mixer penggiling gula,
plendes, kebocoran gas beracun, atap yang lapuk sehingga menyebabkan pekerja
jatuh dari ketinggian, ataupun peralatan maupun bahan-bahan yang berdebu
sehingga menyebabkan iritasi kulit maupun gangguan pernafasan. Alasan lain dari
pemilihan lokasi ini adalah lokasinya tidak terlalu jauh dari daerah tempat tinggal
Peneliti dan sarana akses transportasi umum untuk menuju ke PTPN Pabrik Gula
Panji Situbondo tidak terlalu sulit. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti
tertarik untuk mengkaji pengimplemtasian pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 yang
berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo yang

kemudian dinilai dalam sudut pandang magasid syariah..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka Peneliti merumuskan 2

(dua) permasalahan hukum, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo ?



2. Bagaimana implementasi pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo perspektif

magasid syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua rumusan masalah yang telah Peneliti jabarkan sebelumnya,

maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi pasal 86 UU No 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PTPN Pabrik Gula Panji
Situbondo.

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi pasal 86 UU No 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PTPN Pabrik Gula Panji

Situbondo perspektif magasid syariah.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat

secara teoritis dan manfaat secara praktis. Sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
perkembangan ilmu hukum perdata dan khususnya hukum kesehatan dengan hak
para pekerjanya di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo dihubungkan dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Serta hasil



penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis

dan sebagai bahan kepustakaan.

2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Menambah wawasan dan melatih cara berfikir serta mencari pemecahan
permasalahan di bidang Hukum, Khususnya pada bidang hukum Kesehatan dan
Keselamatan Kerja. Serta dapat dipergunakan untuk mengaplikasikan ilmu yang
didapat dibangku kuliah ke dalam Penelitian suatu kajian ilmiah, yang berbentuk
skripsi. Penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam
menambah refensi untuk penelitian yang akan datang terkait dengan tema yaitu

hukum kesehatan dan keselamatan kerja.

b. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi
masyarakat luas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum Kesehatan dan
Keselamatan kerja terhadap pekerja di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo, dan
sumbangan pemikiran dalam rangka upaya perlindungan hukum Kesehatan dan

Keselamatan Kerja terhadap pekerja di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo.

c. Bagi Perusahaan
Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif terhadap
pelaksanaan perlindungan hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap

pekerja di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo.



d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi secara real
kepada pemerintah bahwasanya perlu adanya peningkatan dalam pengawasan
pabrik-pabrik dalam melakukan kegiatannya, utamanya penerapan dari sebuah

aturan yang ada.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang
sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin  Usman,
implementasi dapat diartikan sebagai bermuara pada aktivitas, aksi-aksi ,dan
tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar
aktivitas, tapi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan

kegiatan.’

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.® Dari pengertian-pengertian

7 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Penerbit PT. Grasindo
Publisher, 2002. him 70.

8 Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta, Penerbit PT. Balai Pustaka,
2004, him 39.



diatas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud implementasi adalah

penerapan (aksi) atas suatu rencana atau peraturan yang sudah dibuat.
2. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat,
alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan
lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaannya.® Penerapan Keselamatan
Kerja pada suatu kegiatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh seluruh pelaku Kegiatan Guna melindungi keamanan Para Pekerja.
Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan
kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah
pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja Keselamatan kerja menyangkut segenap

proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa.

3. Pekerja atau Buruh

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk yang lainnya. Buruh pada dasarnya adalah manusia
yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa
pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau
pengusaha atau majikan. Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun
karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh” berkonotasi

sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga

% Spn.or.id, diakses 15 Desember 2019 pukul 15.30 WIB



10

kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan
cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan
kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya ke-4 (keempat) kata-kata tersebut sama

mempunyai arti satu yaitu Pekerja.

4. Magasid Syariah

Apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang dituju
Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam

menetapkan suatu hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti dalam sub-bab ini menjelaskan mengenai sistematika pembahasan dari
penelitian hukum yang terkategori menjadi penelitian lapang dengan tema
kesehatan dan keselamatan kerja bagi buruh pabrik dengan penyediaan peralatan

penunjang keselamatan kerja tersebut, sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

Peneliti dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yaitu
adanya perbedaan antara das sollen dan das sein terkait degan penyediaan fasilitas
penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi buruh pabrik yang disediakan oleh
pihak pengelola pabrik demi menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja
sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang Peneliti gunakan

dalam penelitian ini.
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang pernah
dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan tema penelitian yang dilakukan oleh
Peneliti. Penelitian terdahulu tersebut tidak hanya dipergunakan untuk mencari
perbedaan dengan penelitian ini namun juga dipergunakan oleh Peneliti sebagai
landasan untuk memulai melakukan penelitian hukum ini. Selain itu dalam bab ini
juga dijelaskan mengenai kerangka teori/atau landasan teori yang digunakan

sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Peneliti dalam bab ini menjelaskan mengenai beberapa hal penting mengenai
metode penelitian yang Peneliti gunakan yaitu mengenai jenis penelitian,
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam bab ini membahas dan menjabarkan mengenali hasil penelitian yang
dilakukan oleh Peneliti terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu
implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondoserta pandangan magasid

syariah dalam pengimplementasian pasal tersebut. Pembahasan yang dilakukan
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oleh Peneliti dalam bab ini didasarkan atas penjabaran data-data yang Peneliti telah
peroleh sebelumnya melalui studi lapangan dengan teknik wawancara terhadap

narasumber.

BAB V : PENUTUP

Peneliti dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang Penelitu peroleh
dari pembahasan terhadap permasalahan hukum dalam penelitian ini serta saran
yang Peneliti berikan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan implementasi

ketentuan penyediaan keselamatan kerja bagi buruh pabrik.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam sub-bab ini akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu
yang pernah dilakukan dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang
dilakukan oleh Peneliti ini, yaitu terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Penelitian
terdahulu tersebut tidak hanya dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan dengan
penelitian ini, namun juga Peneliti gunakan sebagai salah satu sumber referensi

Peneliti dalam melakukan penelitian. Sebagai berikut:

1. Fadhlil Wafi Fauzi (2015) Peneitian skripsi ini memiliki judul “Tinjauan
Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap
(Studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta)”, penelitian terdahulu ini
lebih membahas mengenai perlindungan hukum yang didapat pada pekerja
tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Surakarta;

2. Bill Clinton (2016), jurnal. Judul penelitian “Perlindungan Hukum
Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita di PT. Beka Engineering Pangkalan
Kerinci”, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum
terhadap hak cuti tenaga kerja wanita di PT. Beka Engineering Pangkalan

Kerinci;

3. Fitri Anasari (2016), skripsi. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan
Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di CV.

Sinar Joyo Boyo Plastik, Kota Magelang)”, penelitian terdahulu berfokus

13
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kepada perlindungan hukum pekerja perempuan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Hani Regina Sari (2018), jurnal. Judul penelitian “Perlindungan Hukum
Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20117, penelitian
terdahulu lebih mengacu terhadap Hukum Tenaga Kerja oleh BPJS
Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
dan

Indriana Nodwita Sari (2018),skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum
Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak
Terdaftar Dalam Program BPJS (Studi Kasus Pada Hotel Mercure Resort
Sanur)”, penelitian ini memfokuskan terhadap perlindungan hukum tenaga

kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar program

BPJS.
No. Judul Rumusan Masalah Penelitian Perbedaan
Terdahulu
1. | Tinjauan Bagaimana penelitian Penelitian yang

Yurigs perlindungan terdahulu akan dilakukan
Tentang hukum yang membahas oleh Peneliti ini
Perlindungan didapat pada mengenai lebih berfokus
Hukum pekerja tidak tetap | perlindungan kepada
Terhadap di Universitas hukum yang implementasi
Pekerja Tidak
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Tetap (Studi | Muhammadiyah didapat pada ketentuan
di Universitas | Surakarta? pekerja tidak mengenai dan
Muh i i keseh
uhammadi Apakah tetap di esehatan
yah Universitas keselamatan kerja
permasalahan-
Surakarta) Muhammadiyah | terkait Undang-
permasalahan yang
terjadi kepada Surakarta Undang Nomor
N 13 Tahun 2
pekerja tidak tetap Q! 2hun 2003
di Universitas Y
Fadhlil Wafi | Muhammdiyah ElERRraan
Fauzi Surakarta?
Universitas
Muhammadi
yah Surakarta
penelitian

Perlindungan
Hukum
Terhadap
Hak Tenaga
Kerja Wanita
di PT. Beka
Engineering
Pangkalan

Kerinci

Bagaimanakah
pelaksanaan
perlindungan
hukum terhadap
hak cuti tenaga
kerja wanita di PT.
Beka Engineering

Pangkalan Kerinci?

terdahulu lebih
berfokus pada
pelaksanaan
perlindungan
hukum terhadap
hak cuti tenaga
kerja wanita di

PT. Beka

Penelitian yang
akan dilakukan
oleh Peneliti ini
lebih berfokus
kepada
implementasi
ketentuan
mengenai dan

kesehatan
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Apakah yang Engineering keselamatan kerja
menjadi faktor- Pangkalan terkait Undang-
faktor penghambat | Kerinci Undang Nomor
perlindungan 13 Tahun 2003
Bill Clinton | hukum terhadaphak Tentang
tenaga kerja wanita Ketenagakerjaan
JOM
di PT. Beka
Fakultas
Engineering
Hukum
Pangkalan Kerinci?
Pelak : g Peneliti
seten Bagaimana Penelitian I
Perlindungan oI o, akan dilakukan

Hukum
Pekerja
Perempuan
Berdasarkan
Undang-
Undang
Nomor 13
Tahun 2003
Tentang
Ketenagakerj
aan (Studi

Kasus di CV.

hukum pekerja
perempuan
berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun
2003 Tentang
Ketenagakerjaan di
CV. Sinar Joyo
Boyo Plastik, Kota

Magelang?

berfokus kepada
perlindungan
hukum pekerja
perempuan
berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 13
Tahun 2003
Tentang

Ketenagakerjaan

oleh Peneliti ini
lebih berfokus
kepada
implementasi
ketentuan
mengenai dan
kesehatan
keselamatan kerja
terkait Undang-
Undang Nomor

13 Tahun 2003
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Sinar Joyo
Boyo Plastik,
Kota

Magelang)

Fitri Anasari
Fakultas
Syari’ah dan
Hukum
Universitas
Islam Negeri
Sunan
Kalijaga

Yogyakarta

Tentang

Ketenagakerjaan

Perlindungan
Hukum
Tenaga Kerja
oleh Badan
Penyelenggar

a Jaminan

Bagaimanakah
Perlindungan
Hukum Tenaga
Kerja oleh Badan
Penyelenggara

Jaminan Sosial

Penelitian
terdahulu lebih
mengacu
terhadap Hukum
Tenaga Kerja

oleh Badan

Penelitian yang
akan dilakukan
oleh Peneliti ini
lebih berfokus
kepada

implementasi
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Sosial (BPJS) Penyelenggara | ketentuan
Ketenagakerj | Ketenagakerjaan Jaminan Sosial | mengenai dan
aan berdasarkan (BPJS) kesehatan
Berdasarkan | Undang-Undang Ketenagakerjaan | keselamatan kerja
Undang- Nomor 24 Tahun | berdasarkan terkait Undang-
Undang 2011? Undang-Undang | Undang Nomor
Nomor 24 Faktor — faktor Nomor 24 13 Tahun 2003
Tahun 2011 apakah yang Tahun 2011 Tentang
menjadi Ketenagakerjaan
penghambat Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Regina Sari (BPJS)
Fakultas Ketenagakerjaan
Hukum dalam proses
Universitas | Melakukan
Lampung perlindungan
terhadap Tenaga
Kerja?
Perlindungan Bagaimanakah Penelitian ini Penelitian yang
Hukum Bagi | ook lebih akan dilakukan
Tenaga perlindungan yang | memfokuskan oleh Peneliti ini
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KerjaYang
Mengalami
Kecelakaan
KerjaYang
Tidak
Terdaftar
Dalam
Program
BPJS(Studi
Kasus Pada
Hotel
Mercure

Resort Sanur)

Indriana
Nodwita Sari
Fakultas
Hukum
Universitas

Udayana

diberikan terhadap
tenaga kerja yang
mengalami
kecelakaan kerja
yang tidak terdaftar
dalam program
BPJS oleh Hotel
Mercure Resort
Sanur?

Apakah faktor-
faktor penghambat
pemenuhan
kewajiban terhadap
tenaga kerja yang
mengalami
kecelakaan kerja
yang tidak terdaftar
dalam program
BPJS oleh Hotel
Mercure Resort

Sanur?

terhadap
perlindungan
hukum bagi
tenaga
kerjayang
mengalami
kecelakaan
kerjayang tidak
terdaftar dalam

program BPJS

lebih berfokus
kepada
implementasi
ketentuan
mengenai dan
kesehatan
keselamatan kerja
terkait Undang-
Undang Nomor
13 Tahun 2003
Tentang

Ketenagakerjaan
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Sumber: data sekunder diolah oleh Peneliti pada 25 November 2019 jam 15.41

WIB

B. Tinjauan Pustaka
1. Hukum sebagai Kontrol Sosial
Hukum sebagai alat kontrol sosial yang digunakan oleh manusia, makadari
itu hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Disini kontrol sosial
merupakan suatu aspek normatif dalam kehidupan sosial. Dari sinilah maka timbul
sebuah pernyataan bahwa kontrol sosial sebagai pemberi definisi tingkah laku yang
menyimpang, setelah penyimpangannya maka timbulah akibat-akibat seperti
adanya berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.°
Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan
sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku seseoang (manusia). tingkah laku
disini diartikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum.
Akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan kepada seseorang yang
melakukan pelanggaran. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa hukum mengarah
agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman
terwujud. 1
Sanksi hukum yang diterapkan terhadap perilaku yang menyimpang,
ternyata terdapat sebuah perbedaan dikalangan masyarakat. Tampanknya ini sangat
berkaitan dengan banyak hal, bisa kita ambil contoh keyakinan agama dan aliran

filsafat yang dianut setiap orangnya. Dengan kata lain sanksi ini berkaitan dengan

10 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial. (Bandung: Alumni, 1983), him. 35
11 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial. (Bandung: Alumni, 1983), him. 36
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kontrol sosial. Ahmad Ali menyebutkan sanksi pezina berbeda dengan masyarakat
beragama Islam secara konsekuensi dengan masyarakat Eropa Barat.!? Bisa kita
lihat dari sanksi yang diberikan kepada orang Islam pasti akan lebih berat daripada
orang Eropa Barat. Hukum, diatas bukanlah satu-satunya alat kontrol sosial, juga
sebagai alat pengendali yang memainkan peran pasif. Artinya hukum akan
menyesuaikan diri sesuai dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan
ajaran falsafah yang dipeperanginya.

Dalam hal ini, fungsi hukum lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam
bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan dengan dua bentuk. Pertama, pihak
penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang
berwujud kekuasaan negara yang mana dilaksanakan oleh the ruling class tertentu.
Hukumnya dalam bentuk tertulis dan perundang-undangan. Kedua, masyarakat.
Fungsi yang satu ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya
berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila
ada sesuatu hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan
dengan materi hukum yang bersifat baik juga jelas. Selain itu, pihak pelaksana
sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah dalam
peranannya. Suatu aturan atau hukum yang memenuhi harapan suatu masyarakat
serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak

didukung oleh aparat pelaksana terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir ini

12 Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya (Jakarta: Galiah, 2002)
him. 27
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yang sering dikeluhkan masyarakat Indonesia. aparat sepertinya dapat dipengaruhi
oleh unsur-unsur yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan,

materi, serta pamrih.®

2. Teori Kepastian Hukum

Seorang filosof hukum Jerman yaitu, Gustav Radbruch, mengemukakan
konsep terkait 3 (tiga) ide yang merupakan unsur dasar hukum, yang kemudian oleh
ahli-ahli hukum diartikan sebagai tujuan dari hukum yang meliputi keadilan
(gerectigheid), kemanfaatan (zwechmatigheid), dan kepastian hukum
(rechtmatigheid).’* Berdasarkan pemaparan Gustav Radbruch diatas dapat kita
lihat dengan jelas bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin
dicapai dari dibentuk dan diterapkannya hukum dalam kehidupan masyarakat,
dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum tersebut juga
diartikan sebagai keadaan dimana hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara
secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.
Kepastian hukum juga akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara
berkelanjutan dan taat pada asas, demikian pula pembuatan dan pengembangan
Undang-Undang harus berkaitan, menuju kearah persatuan yang tidak saling

bertentangan.™

13 Ashadi L. Diab, Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social
Welfare, Jurnal Al-‘Adl, Vol 7 No 2 (2004)

“Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, PT Toko
Gunung Agung Tbk, 2002, hlm. §3.

B Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, PT Toko
Gunung Agung Tbk, 2002, him. 84.
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Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan
hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan
atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.'®Ajaran kepastian hukum ini berasal
dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di
dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang
mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan
aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin
terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya
membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan
hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan
atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.’Pendapat mengenai
kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh
Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai
berikut:®

a. Tersedia aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah

diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

®Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, him. 23.
Y"Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, PT Toko
Gunung Agung Tbk, 2002, him. 83.

8Sidharta, Moralitas profesi hukum: suatu tawaran kerangka berpikir, Bandung, PT. Refika
Aditama, 2006, hlm. 85.
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b. Bahwa instansi penguasa menerapkan aturanaturan hukum tersebut
secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan
karena itu menyesuaikan perilaku terhadap aturan tersebut;

d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu
mereka menyelesaikan sengketa hukum;

Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa
kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah
hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum
yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic
legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan
rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Sehingga dalam
penerapan aturan-aturan hukum terjadi keselarasan antara negara dan rakyat,
dengan demikian aturan-aturan hukum tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan
keinginan negara dan pemerintah maupun kepentingan dari masyarakat dan tidak

terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa
hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya
dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya

dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat



25

umum, yang berarti mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan

keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.*®

3. Maghasid Asy-Syari’ah
Metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi, pendekatan
kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Kedua pendekatan ini digunakan secara
sinergis dan harmonis, karena penggunaan keduanya adalah suatu keniscayaan
dalam menetapkan hukum Islam. Disebut keniscayaan karena, jika suatu hukum
hanya didekati dengan kebahasaan, maka produk hukum yang lahir akan menjadi

“kering” dari konteks tujuan akhir penetapan hukum itu sendiri.

Sebaliknya, jika hanya didekati dengan tujuan hukum saja, maka ia akan
“kehilangan tempat berpijak”. Dikalangan ulama ushul figh tujuan hukum tersebut
biasa disebut magashid asy-syariah, yaitu tujuan asy-Syari’ dalam menetapkan
hukum. Tujuan hukum tersebut dapat difahami melalui penelusuran terhadap ayat-

ayat Al-Qur’an dan sunna Rasulullah SAW.?°

Magashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu Magashid dan al-syariah
yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih.
Kata magashid adalah jamak dari kata maqgshad artinya maksud dan tujuan. Kata
syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh

Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan

1¥Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi ke-3 cetakan ke-1, (Yogyakarta,
Liberty, 2007), him. 160.
20 Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), him. 304
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Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah

atau dijelaskan Nabi.

Karena yang dihubungkan kepada kata syari at adalah “maksud”, maka kata
syari’ah berarti pembuat hukum atau syari’, bukan hukum itu sendiri. dengan
begitu arti dari kata magashid al-syariah berarti apa yang dimaksud oleh Allah
dalam menetapkan hukum atau apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum

atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.?:

Menghindari kemudharatan baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk
kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu
melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung mabuk. Adapula
mudharat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak
dirasakan mudharatnya, bahkan dirasa nikmat seperti berzina dengan pelacur dan

lain sebagainya.

Berikut adalah segi yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang

dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:2?

a. Memelihara agama atau keberagamaan (sl Lss)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang
menciptakannya, menjaga, dan mengatur Kehidupannya. Agama atau
keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya

harus dipelihara dengan dua cara pertama, mewujudkannya serta selalu

2L Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2 cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), him 231
22 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2 cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 233
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meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada
terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan
mashlahat.

153559 & ad g ally sdal ) ¢ sha il a3
Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya rasul-
Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu. Al Hujurat: 15

b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (o« las~)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya
didunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi
dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka Jalbu Manfaatin.

5olaally a0 WA a5 150 Kdaiy 2Kl )
Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan
bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim: 6

c. Memelihara akal (Jéxll Laés)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena
akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh
karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya. Segala
bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah
perbuatan baik atau maslahat dalam rangka jal/bu manfa’ah. Salah satu bentuk
meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar.

a0 el 150 Gl e 1 shal () 410 w5
Allah meningkatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu

beberapa derajat. Al-Mujadilah: 11
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d. Memelihara keturunan (Jxdll Jads)

Yang dimaksud dengan keturunan disini adalah keturunan dalam keluarga.
Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi selurunh makhluk hidup, yang
dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang
dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia
dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah sekumpulan
manusia yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.untuk memelihara keluarga
yang shahih itu, Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan. Perintah
Allah dalam rangka jalbu manfa’ah untuk melakukan perkawinan terdapat pada
ayat berikut:

Bl (a Guallialls 2850 1) ) 5580
... kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan orang-orang
baik diantara hamba-hambamu.... An-Nuur: 32

e. Memelihara harta (Jwll Lés)

Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa
harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam
rangka jalbu manfa’ah Allah memerintahkan kita untuk mewujudkan dan
memelihara harta tersebut. Allah memerintahkan manusia berusaha untuk
mendapatkan harta itu, diantara dalam surat berikut:

Al i e 15805 o) 15 5008 BVl il 130G
... bila kamu telah melaksanakan shaalat bertebaranlah diatas muka bumi dan

carilah rezeki Allah. Al-Jumuah: 10



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (field
research) lebih tepatnya yuridis-empiris, karena berkaitan dengan sebuah aturan.
Adapun datanya bersifat deskriptif-analitis (deskriptif research). penelitian ini
bertujuan untuk melihat secara langsung hukum dengan keadaan masyarakat yang
diatur oleh hukum. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan suatu produk
hukum terhadap masyarakat sebagai obyek pengaturannya. Penelitian hukum
empiris ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakat tetapi juga kepada
penegak hukum dan fasilitas yang diarapkan akan menunjang pelaksanaan
peraturan tersebut.?®, Penelitian empiris atau dengan kata lain adalah jenis
penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan
yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyatannya di masyarakat.?*
B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, secara umum
pendekatan yang akan digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Jenis pendekatan perundang-undangan tersebut adalah
deskriptif analitis, yaitu menggambarkan bagaimana implemntasi dari sebuah UU

yang berlaku dan kaitannya dengan magasid syariah.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Ul Press, 2005), him 32.
24Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) h.15
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Yang dikaji dalam penelitian ini apakah hukum yang diterapkan di dalam
masyarakat berjalan sesuai peraturan yang ada.?® Pendekatan penelitian ini
dipergunakan untuk mengkaji aturan dan kenyataan dilapangan terkait Pasal 86
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tentang

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.

Pendekatan ini dipergunakan secara bersama dengan Pendekatan Perundang-
Undangan vyaitu dilakukan dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi hukum yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang diteliti.?® Serta pendekatan kasus yang dilakukan dengan melakukan
telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dengan
tujuan mencari pemecahan dari permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi

dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang dipilih oleh Peneliti untuk melakukan penelitian hukum sebagai
bentuk tugas akhir ini adalah PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo dan Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo. Alasan Peneliti memilih PTPN Pabrik
Gula Panji Situbondo dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo sebagai
tempat penelitian untuk tugas skripsi Peneliti adalah karena menurut hasil observasi
yang dilakukan oleh Peneliti para pekerja/buruh yang bekerja disana sering terjadi

kecelakaan kerja dikarenakan kurangnya alat pengaman dan keselamatan serta

25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Prakek, Jakarta, PT. Rienek Cipta.
2002, him 1.
Zpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2008, him 93.
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kurangnya pengecekan terhadap kinerja alat-alat produksi dan alat-alat penunjang

yang dipergunakan sehari-hari.
D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang
atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data
atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan Peneliti.?’Dalam hal ini
peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang
untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian
secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap — cakap berhadapan muka
dengan orang itu.?
Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara

kepada :

e General Manager Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
Pabrik Gula Panji, Kabupaten Situbondo yaitu Bapak Agus Zain
Arifin,

e Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo vyaitu Bapak
Untung Suharno, BE, SH, M.Si.,

e 2 orang tenaga Kerja di PTPN Pabrik Gula Panji, Kabupaten

Situbondo yaitu bapak Supriyadi,

27 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006)
h.30

28 Koentjaraningrat. Metode — Metode Penelitian Masyarakat.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1997).h.129.
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e warga yang bertempat tinggal di sekitar PTPN Pabrik Gula Paniji,
Kabupaten Situbondo yaitu bapak Prayitno.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip,
laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain — lain yang berhubungan dengan
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja serta berbagai bacaan yang berisi
informasi mengenai magasid syariah. Data sekunder ini didapatkan dari Undang-
Undang, Karya ilmiah, literatur, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan

kamus hukum, media dan ebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh Peneliti dengan pihak-pihak yang dirasa dapat memberikan
informasi yang tepat terkait permasalahan yang akan dikaji. Wawancara yang
dilakukan oleh Peneliti ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik
pengambilan koresponden dengan mempertimbangkan kapasitas dari koresponden
untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Peneliti dalam mengerjakan
penelitian hukum ini. Teknik purposive sampiing ini mengambil sebagian pihak
dari suatu populasi yang ada yang sekiranya memiliki kapabilitas sebagai
koresponden penelitian, yaitu:

1. General Manager Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Pabrik

Gula Panji, Kabupaten Situbondo yaitu Bapak Agus Zain Arifin;
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2. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo yaitu Bapak Untung
Suharno, BE, SH, M.Si.;

3. Salah satu tenaga kerja di PTPN Pabrik Gula Panji, Kabupaten
Situbondo vyaitu bapak Supriyadi;

4. Warga yang bertempat tinggal di sekitar PTPN Pabrik Gula Panji,

Kabupaten Situbondo yaitu bapak Prayitno

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip,
laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain — lain yang berhubungan dengan
Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. Data sekunder ini didapatkan dari
Undang-Undang, Karya ilmiah, literatur, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
dan kamus hukum, media online, situs-situs internet atau lainnya terkait

ketenagakerjaan.

F. Teknik Analisis Data

Penyusunan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, peneliti
menyusunnya menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif analisis, yaitu
metode analisa data dengan cara memaparkan semua data baik berupa data primer
maupun data sekunder secara obyektif dan sistematik sehingga dapat menjawab
permasalahan-permasalahan dalam hal ini terkait implementasi Pasal 87 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tentang Kesehatan Dan
Keselamatan Kerja secara lengkap dan mudah dipahami untuk selanjutnya ditarik

kesimpulan dengan metode penalaran deduksi yaitu dengan bertitik tolak pada
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peraturan perundang-undangan yang berlaku (das sollen) dalam hal ini Pasal 87
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikaitkan
dengan peristiwa yang terjadi di lapangan (das sollen) dalam hal ini penerapan Pasal
87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan oleh PTPN

Pabrik Gula Panji Situbondo, dianalisa, ditelaah, dan setelah itu ditarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo
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Pabrik Gula Panjdie yang berlokasi di Kelurahan Mimbaan, Paniji,
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun
1884 di bawah naungan Kantor Pusat NV. Tie Demand Van Kerchem di Negeri
Belanda dan perwakilan di Surabaya. Perkembangan status sejak peralihan sebagai
berikut yaitu tahun 1958 PG Pandjie bergabung dengan PG lain di bawah kendali
Perusahaan Perkebunan Negara baru unit 1V, tahun 1963 pg Pandjie dialihkan ke
dalam PPN gula kesatuan IV, tahun 1968 PG Pandji masuk perusahaan Negara
perkebunan XXV, dan terakhir yaitu tahun 1975 pg Pandji masuk pada Perusahaan

Terbatas Perkebunan Nusantara XI (Persero) sampai sekarang.
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Beroperasi sejak masa kolonial, sebelum restrukturisasi BUMN Perkebunan tahun
1996 PG yang administratif masuk wilayah Kabupaten Situbondo ini menjadi unit
usaha PTP XXIV-XXV.Meskipun lokasinya di tengah kota yang secara geografis
menghadapi banyak hambatan dalam pengembangan areal, PG Pandjie tetap eksis
dan terus berkembang memberikan yang terbaik bagi kemajuan perseroan dan
kejayaan industri gula nasional. Perwujudan PG Pandjie sebagai industri ramah
lingkungan dilakukan melalui pengelolaan lingkungan secara terintegrasi, baik

untuk pemasangan dust collector maupun penanganan limbah padat dan cair.

Pada tahun 2017, PG Pandjie merencanakan giling tebu sebanyak
200.015,0ton (tebu sendiri 34.415,0 ton dan tebu rakyat 165.600,0 ton) yang
diperoleh dari areal seluas 2.580,6 ha (TS 460,0 ha dan TR 2.120,0 ha). Gula
dihasilkan diproyeksikan mencapai 15.139,0 ton (milik PG 6.726,3 ton dan milik
petani 8.412,7 ton) dan tetes 9.000,7 ton. Selain areal berasal dari kecamatan dalam
wilayah Kabupaten Situbondo (tebu yang tidak tergiling di PG Assembagoes), juga
terdapat di Kabupaten Jember yang pembinaannya dilakukan PG Pandjie sejak
awal. Kapasitas PG 1.700 tth (tidak termasuk jam berhenti) atau 1.471,9 tth sudah
termasuk jam berhenti. PG Pandjie beberapa kali mengalami pemantapan kapasitas
sejalan meningkatnya ketersediaan tebu dari yang semula hanya 1.100 tth.
Pengembangan areal terus dilakukan, baik TS maupun TR, seirama kapabilitas PG
untuk menggiling tebu lebih banyak. Sasaran utama adalah daerah sawah
berpengairan teknis yang secara agronomis juga digunakan untuk budidaya padi
dan palawija. PG Pandjie yakin melalui penerapan agroekoteknologi, kecukupan
agroinputs, penataan masa tanam, dan perbaikan manajemen tebang-angkut,

produktvitas yang meningkat akan menjadi daya tarik bagi petani untuk menjadikan
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tebu sebagai komoditas alternatif. Selain itu, pengembangan juga dilakukan ke
lahan kering sepanjang air dapat dipompa secara artesis. Upaya menarik animo

petani juga dilakukan melalui perbaikan kinerja pabrik dan kelancaran giling.

Sadar akan pentingnya tebu rakyat dalam pemenuhan kebutuhan bakan baku
dan pengembangan PG lebih lanjut, pelayanan prima kepada petani teru diupayakan
dengan sebaik-baiknya. Secara periodik, PG menyelenggarakan Forum Temu
Kemitraan (FTK) guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi petani, baik di
luar maupun dalam masa giling. Dalam upaya peningkatan produktivitas, PG
Pandjie antara lain melakukan optimalisasi masa tanaman dan penataan varietas
menuju komposisi ideal dengan proporsi antara masak awal, tengah dan akhir
dengan sasaran 2017/18 berbanding 30-40-30. Melalui kebun semacam ini, petani
diharapkan dapat belajar lebih banyak tentang pengelolaan kebun melalui sistem

pengelolaan berbasis best agricultural practices.

2. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo

Merupakan kantor dinas Dinas Ketenagakerjaan yang terletak di Kabupaten
Situbondo, provinsi Jawa Timur. Tugas utama Dinas Ketenagakerjaan adalah
sebagai instansi pemerintah bidang tenaga kerja pada daerah wilayah kerjanya.
Untuk fungsi dari Disnakertrans diantaranya merumuskan kebijakan ketenaga
kerjaan, pelaksana kebijakan tenaga kerja, administrasi ketenaga Kkerjaan,
pengawasan tenaga kerja, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja. Terkait
dengan tugas dan fungsinya, maka Disnakertrans daerah ini memiliki beberapa

wewenang perizinan seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), lzin
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Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Kartu dan 1zin

Ketenagakerjaan, 1zin kerja, hingga Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Tujuan dari Dinas Ketenagakerjaan adalah untuk terwujudnya tenaga kerja
yang terampil/kompeten untuk meningkatkan produktifitas kerja dan perluasan
kesempatan kerja, serta terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan
kondusif dan perbaikan syarat kerja. Untuk itu Dinas Ketenagakerjaan memiliki
fungsi yaitu perumusan kebijakan daerah di bidang Tenaga Kerja, pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang Tenaga Kerja, koordinasi pelaksanaan program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja, pengendalian
pelaksanaan program di bidang Tenaga Kerja, serta pengelolaan administrasi Dinas.

Sedangkan tugas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo adalah:

1. menyusun rencana strategis berdasarkan RPJMN dan RPJMD
sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;

2. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tenaga kerja
berdasarkan  kewewenangan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman operasional;

3. melaksanakan pengkajian/penelaahan berdasarkan kewenangan
dan hasil pelaksanaan kegiatan lapang dalam rangka
menumbuhkan inovasi tenaga kerja;

4. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah atau
instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja optimal;
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melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap program dan
kegiatan di bidang Tenaga kerja dalam rangka mewujudkan kota
industri yang ramah lingkungan;

mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
Tenaga Kkerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah
dan Rencana Strategis dalam rangka mencapai target tertentu
yang telah ditentukan sebelumnya;

melaksanakan pembinaan terhadap lembaga dan masyarakat di
bidang Tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan pimpinan dalam rangka
meningkatkan fasilitasi lembaga atau masyarakat;
mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional
di bidang Tenaga kerja dengan mengukur pencapaian program
kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
melaksanakan identifikasi permasalahan atas pelaksanaan tugas
dinas sebagai bahan evaluasi pemrioritasan program;
melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan
ketentuan hukum peraturan perundang-undangan guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

menyampaikan laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas
dinas sebagai bahan evaluasi kinerja dinas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan tugas jabatan.
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Demi menunjang terlaksanya fungsi dan tugas dari Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Situbondo tersebut memiliki visi yaitu “menjadikan Kabupaten
Situbondo sebagai kota bermartabat bersih, makmur, adil, religius-toleran,
terkemuka, aman, berbudaya, asri dan terdidik dengan terwujudnya tenaga kerja
yang kompetitif,terwujudnya perluasan kesempatan kerja, terjalinya hubungan
industrial yang harmonis, dan perlindungan tenaga kerja, menuju pelayanan prima.”
Sedangkan misi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo adalah sebagai

berikut:

1. membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan
produktifitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing dan
memperluas kesempatan kerja;

2. mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan
ketengangan dalam bekerja, serta meningkatkan pengawasan
dan perlindungan tenaga kerja;

3. meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Daerah.

Struktur Organisasi

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo
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B. Implementasi UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kinerja (performen) setiap petugas kesehatan dan non kesehatan merupakan
resultante dari tiga komponen kesehatan kerja yaitu kapasitas kerja, beban kerja
dan lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila
ketiga komponen tersebut serasi maka bisa dicapai suatu derajat kesehatan kerja
yang optimal dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya bila terdapat
ketidakserasian dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit
ataupun kecelakaan akibat kerja yang pada akhirnya akan berakibat dalam
menurunkan produktivitas kerja. Pencegahan Kecelakaan Kerja di Pabrik Gula
panji K3 sangatlah penting untuk menunjang suatu perusahaan dalam bidang
keselamatan dan kesehatan karyawan. Maka dari itu, K3 harus benar-benar
diterapkan dan diaplikasikan di dalam suatu perusahaan, dalam penelitian yang
diteliti oleh Peneliti mengenai bagaimana pencegahan secara legalitas untuk
menanggulangi pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan gula panji. Maka dari
itu Peneliti merumuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan
tersebut mengenai K3 yang tidak dijalankan sesuai aturan. Peraturan yang mengatur
penggunaan alat pelindung diri ini tertuang dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau
buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat serta nilai-nilai agama, dimana ketentuan tersebut berkaitan dengan dalam

87 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana
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setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Berdasarkan peraturan tersebut secara tidak langsung setiap pekerja
diwajibkan untuk memakai APD yang telah disediakan oleh perusahaan. Alat
Pelindung Diri yang disediakan oleh pengusaha dan dipakai oleh tenaga kerja harus
memenuhi syarat pembuatan, pengujian dan sertifikat. Tenaga kerja berhak
menolak untuk memakainya jika APD yang disediakan jika tidak memenuhi syarat.
Menurut Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si. Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa macam-macam alat pelindung diri bagi

tenaga kerja antara lain:2°

1. Masker dipergunakan untuk pada tempattempat kerja tertentu dan
seringkali udaranya kotor yang diakibatkan oleh bermacam-macam
hal antara lain debu-debu kasar dari penggerinderaan atau
pekerjaan sejenis, racun dan debu halus yang dihasilkan dari
pengecatan atau asap, uap sejenis beracun atau gas beracun dari
pabrik kimia, dan gas beracun seperti CO2 (karbondioksida) yang
dapat menurunkan konsentrasi oksigen di udara;

2. Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari debu
kayu, batu, atau serpihan besi yang berterbangan ditiup angin.
Mengingat partikel-partikel debu berukuran sangat kecil dan halus

yang terkadang tidak terlihat oleh kasat mata. Oleh karenanya

2 Hasil wawancara dengan Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si. Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Situbondo, tanggal 9 Desember 2019, jam 12.00 WIB.
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bagian mata perlu mendapat perhatian dan diberikan perlindungan
dengan menggunakan alat pelindung mata, biasanya pekerjaan
yang membutuhkan kacamata yaitu saat pekerjaan mengelas atau
pekerjaan yang lainnya. Salah satu masalah tersulit dalam
pencegahan kecelakaan adalah pencegahan kecelakaan yang
menimpa mata dimana jumlah kejadiannya demikian besar;
Sepatu Pengaman harus dapat melindungi tenaga kerja terhadap
kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh beban berat yang
menimpa kaki, paku-paku atau benda tajam lain yang mungkin
terinjak, logam pijar, larutan asam dan sebagainya. Biasanya sepatu
kulit yang buatannya kuat dan baik cukup memberikan
perlindungan, tetapi terhadap kemungkinan tertimpa benda-benda
berat masih perlu sepatu dengan ujung berttutup baja dan lapisan
baja didalam solnya. Lapisan baja dalam sol sepatu perlu untuk
melindungi pekerja dari tusukan-tusukan benda runcing;

Sarung Tangan harus disediakan dan diberikan kepada tenaga kerja
dengan pertimbangan akan bahaya-bahaya dan persyaratan yang
diperlukan. Antara lain syaratnya adalah bebannya bergerak jari
dan tangan. Macamnya tergantung pada jenis kecelakaan yang
akan dicegah yaitu tusukan, sayatan, terkena benda panas, terkena
bahan kimia, terkena aliran listrik, terkena radiasi dan sebagainya;
Topi Pengaman (helmet) harus dipakai oleh tenaga kerja yang

mungkin tertimpa pada kepala oleh benda jatuh atau melayang atau
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benda-benda lain yang bergerak. Topi pengaman harus cukup keras
dan kokoh, tetapi ringan. Bahan plastic dengan lapisan kain
terbukti sangat cocok dipergunakan untuk keperluan ini;

6. Pelindung Telinga. Alat ini digunakan untuk menjaga dan
melindungi telinga dari bunyibunyi yang yang bersumber atau
dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup
keras dan bising. Alat perlindungan telinga harus dilindungi
terhadap loncatan api, percikan logam, pijar atau partikel yang
melayang. Perlindungan terhadap kebisingan yang terjadi akibat
kegiatan produksi dilakukan dengan sumbat atau turup telinga;

7. Alat Pelindung Lainnya. Masih banyak terdapat alat-alat pelindung
diri lainnya seperti tali pengama bagi tenaga kerja yang mungkin
terjatuh, selain itu mungkin pula diadakan tempat kerja khusus bagi
tenaga kerja dengan segala alat proteksinya. Juga pakaian khusus
bagi saat terjadinya kecelakaan atau untuk proses penyelamatan.

Pakaian kerja harus dianggap suatu alat perlindungan terhadap bahaya-
bahaya kecelakaan. Pakaian tenaga kerja pria yang bekerja melayan mesin
seharusnya berlengan pendek, pas (tidak longgar) pada dada atau punggung, tidak
berdasi dan tidak ada lipatan-lipatan yang mungkin mendatangkan bahaya. Bagi
tenaga kerja wanita sebaiknya memakai juga celana panjang, ikat rambut, baju yang
pas dan tidak memakai perhiasan-perhiasan yang dapat mengganggu saat bekerja.

Pakaian kerja sintetis hanya baik terhadap bahan-bahan kimia korosif, tetapi justru
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berbahaya pada lingkungan kerja dengan bahan-bahan yang dapat meledak

disebabkan oleh aliran listrik statis.°

Penerapan teknologi canggih bukanlah berarti mengenyampingkan teknologi
tradisional. Tujuan pokoknya adalah meningkatkan nilai tambah dan sekaligus
menurunkan biaya produksi. Ini akan memacu pekerja untuk meningkatkan
motivasi dan produktivitas kerja, keselamatan dan kesehatan serta kecelakaan kerja
sebagai akibat penggunaan teknologi canggih pasti ada. Penyebab kecelakaan kerja
yang terbesar adalah faktor manusia, yaitu kurangnya kesadaran pengusaha dan
tenaga kerja sendiri terutama dalam melaksanakan berbagai peraturan perundangan.
Masih banyak pengusaha yang menganggap pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja kurang bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan dan hanya
menambah biaya belaka. Sikap seperti ini mengakibatkan timbulkan acuh tak acuh,

dapat menurunkan produktivitas kerja, kenyamanan dan rasa aman dalam bekerja.!

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak Agus Zain Arifin General
Manager Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo
menyatakan bahwa alat pengaman yang telah tersedia di PTPN Pabrik Gula Panji
Situbondo adalah masker, kacamata pengaman, dan topi pelindung (helmet), namun
pada saat ini PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo sedang mengupayakan untuk

menyediakan alat-alat pengaman yang lain.3? Tambahnya bahwa ketersediaan alat

30 Hasil wawancara dengan Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si. Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Situbondo, tanggal 9 Desember 2019, jam 12.00 WIB.

31 Hasil wawancara dengan Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si. Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Situbondo, tanggal 9 Desember 2019, jam 12.00 WIB.

%2 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan Terbatas
Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember 2019, jam 10.00 WIB.
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pengaman yang akan diupayakan pada waktu dekat adalah sarung tangan dan
penutup telinga, hal tersebut didasarkan karena pada beberapa waktu terakhir
banyak tenaga kerja/buruh yang mengalami iritasi karena bersentuhan langsung
dengan bahan-bahan produksi, selain itu karena alat-alat produksi yang sudah tua
maka alat-alat tersebut telah mengeluarkan suara yang lebih kencang dari
sebelumnya oleh karena permasalahan-permasalahan itu sangatlah diperlukan

adanya sarung tangan dan pelindung telinga.

Dalam wawancara lainnya bersama bapak Supriadi salah satu tenaga kerja di
PTPN Pabrik Gula Panji Kabupaten Situbondo membenarkan bahwa PTPN Pabrik
Gula Panji Kabupaten Situbondo telah menyediakan alat pengaman masker,
kacamata pengaman, dan topi pelindung (helmet), namun kondisi dari peralatan
tersebut telah sangat menurun. Menurutnya hal tersebut terjadi karena usia alat
pengaman yang sudah tua dan belum pernah mendapatkan perawatan. Sebagali
contoh adalah topi pelindung (helmet) yang sudah tidak memiliki tali pengait
sehingga tidak dapat dipakai dengan baik dan hanya dikaitkan di atas kepala dari
tenaga kerja saja.>* Selain Bapak Supriyadi peneliti juga mewawancarai salah satu
tenaga kerja di PTPN Pabrik Gula Panji Kabupaten Situbondo yang bernama deni
yang kebetelun merupakan teman peneliti, wawancara yang dilakukan peneliti
dilakukan pada saat peneliti bertamu kerumahnya, lebih tepatnya pada saat peneliti

bersilaturahmi, deni dalam pernyataannya juga menyatakan bahwa alat pelindung

3 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan Terbatas
Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember 2019, jam 10.00 WIB.
34 Hasil wawancara dengan Bapak Supriadi salah satu tenaga kerja di Perseroan Terbatas Perkebunan
Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 27 Desember 2019, jam 16.00 WIB.
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kerja hanya helm pelindung kepala, sarung tangan, sepatu kerja lalu alat pelindung
badan untuk pengelasan, namun untuk alat pelindung badan yang digunakan untuk
mengelas jarang digunakan, sementara untuk helm pelindung digunakan sebagai

gayung air pada saat mandi ketika jam istirahat.®

Menurut Peneliti minimnya kualitas alat pengaman yang disediakan oleh
PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo tidaklah sejalan dengan ketentuan Pasal 86
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak hanya
PTPN Pabrik Gula Panji Kabupaten Situbondo tidak menyediakan peralatan
penunjang keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana mestinya namun juga
dengan minimnya kualitas tersebut tidak merepresentasikan fungsi dari peralatan
tersebut yaitu untuk penunjang keselamatan dan kesehatan kerja, dan hanya
terkesan sebagai formalitas bahwa PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo
menyediakan peralatan penunjang keselamatan dan kesehatan kerja para bagi

tenaga kerja/buruh.

PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo lebih cenderung memilih untuk
menyediakan terlebih dahulu peralatan-peralatan keamanan yang dinilai memiliki
tinggal urgensi lebih penting terlebih dahulu. Setelah berhasil menyediakan sarung
tangan dan penutup telinga, kedepannya PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo lebih
berfokus untuk melakukan pembaharuan dan penambahan jumlah terhadap masker
dan topi pelindung (helmet) dikarenakan alat-alat tersebut yang tersedia telah

termakan usia dan mengalami penurunan kualitas, disisi lain alat-alat tersebut

35 Hasil wawancara dengan Deni salah satu tenaga kerja di Perseroan Terbatas Perkebunan
Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 27 Desember 2019, jam 20.00 WIB
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dianggap memiliki urgensi yang lebih penting dibandingkan dengan alat yang

lain.36

Bapak Agus Zain Arifin menyatakan bahwa selain upaya untuk melengkapi
alat kemanan tersebut diatas yang tergolong adalam perlindungan teknis tenaga
kerja, pihaknya juga akan melakukan upaya-upaya lain adalam memberikan
perlindungan sosial tenaga kerja maupun perlindungan ekonomis tenaga kerja.
Perlindungan sosial adalah suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan
usaha kemasyarakatan. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk memungkinkan
tenaga kerja mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana
manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota

keluarga.®’

Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Kesehatan kerja
termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan
kerja berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kesehatan kerja memuat aturan-
aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan
pengusaha untuk memperlakukan tenaga kerja semaunya. Ini juga berfungsi untuk
membuat pengusaha memandang tenaga kerja sebagai makhluk Tuhan yang
mempunyai hak asasi. Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau
menjaga tenaga kerja dari kejadian/keadaan hubungan Kerja yang merugikan

kesehatan dan kesusilaannya dalam hal tenaga kerja melakukan pekerjaannya.

% Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan Terbatas
Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember 2019, jam 10.00 WIB.
37 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan Terbatas
Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember 2019, jam 10.00 WIB.
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Perlindungan ini salah satunya dapat diberikan dengan pengaturan jam kerja dalam

PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo.

Jam kerja normal adalah 40 (empat puluh) jam seminggu. Tidak semua
pekerjaan memiliki jam kerja yang sama. Pekerjaan yang berbahaya dan beresiko
tinggi, seperti pelaut dan pekerja di industri kimia, tentu memiliki jam kerja yang
berbeda dengan pekerjaan yang tidak banyak menanggung resiko, seperti pegawai
administrasi kantor, misalnya. Perusahaan paling tidak harus memikirkan
pengaturan jam kerja yang tepat dan meminimalkan resiko, terutama untuk
pekerjaan yang beresiko tinggi. Apabila jam kerja bisa berkurang, terutama untuk
pekerjaan yang beresiko tinggi. Apabila jam kerja bisa berkurang, terutama untuk
pekerjaan yang berbahaya dan menanggung resiko, maka tenaga kerja akan merasa
lebih puas dan nyaman. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa istirahat mingguan
atau hari libur diakui sebagai suatu yang penting untuk kesejahteraan karyawan-

karyawannya.

Menurut bapak Parayitno warga yang bertempat tinggal di sekitar PTPN
Pabrik Gula Panji Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa tenaga kerja PTPN
Pabrik Gula Panji Kabupaten Situbondo mulai kegiatan operasional pabrik pada
jam 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat) dan berakhir pada jam
17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat).®® Apabila dilakukan
kalkulasi terhadap waktu kerja selama seminggu maka akan ditemukan hasil 48

(empat puluh delapan) jam selama seminggu. Dengan demikian dapat dikatakan

38 Hasil wawancara dengan Bapak Prayitno warga yang bertempat tinggal di sekitar PTPN Pabrik
Gula Panji, Kabupaten Situbondo, tanggal 27 Desember 2019, jam 10.00 WIB.
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bahwa PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo tidak memiliki waktu kerja ideal bagi
tenaga kerjanya. Apabila dikaitkan dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan demikian bahwa PTPN Pabrik Gula

Panji Situbondo tidak dapat/ masih belum dapat memberikan kesehatan kerja.

Kaitan antara jam kerja dengan produktifitas kerja adalah bahwa kondisi
karyawan dapat dipengaruhi oleh kurangnya istirahat yang memadai sehingga
mengakibatkan kondisi psikis dan mental menurun. Contohnya karyawan yang
dipekerjakan dalam shift sewajarnya menerima fasilitas khusus, seperti gaji ekstra,
bonus, dan sebagainya. Perlindungan keselamatan di perusahaan tersebut dengan
resiko keselamatan yang tinggi sangat sederhana hanya menggunakan sepatu, kapas
untuk peredam suara, pakaian harian. Tenaga ahli K3 diperusahaan tersebut tidak
mempekerjakan tenaga ahli di bidang, sehingga legalitas K3 diperusahaan tidak ada
namun pihak pemerintah tidak ada keterlibatan mengenai K3 sampai
pengawasannya dari pohak pemerintah sangat minim, sehingga pelaku usaha dan
para karyawannya selalu mengabaikan keselamatan kerja. Dan sangat disayangkan

pelaku usaha kurang sadar akan keselamatan kerja karyawan.

Perlindungan lain yang diusahakan oleh PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo
adalah perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan
dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang
cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk

dalam hal tenaga kerja tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya.*°

% Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan Terbatas
Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember 2019, jam 10.00 WIB.
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Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja.
Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang
atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami
oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan

meninggal dunia.

Menurut Bapak Agus Zain Arifin General Manager PTPN Pabrik Gula Panji
Situbondo menyadari bahwa perlunya perlindungan tenaga kerja didasarkan pada
kenyataan bahwa setiap pekerja menghadapi berbagai resiko, baik di dalam maupun
di luar pekerjaan. Risiko-risiko tersebut berpotensi menurunkan tingkat
kesejahteraan pekerja dan keluarganya. sehingga perlu adanya kebijakan yang
menunjang pekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mengacu pada
nilai-nilai agama khususnya agama Islam sebagaimana disebutkan pada Surat
Annahl : ayat 90 di bawabh ini yaitu:

S0 & 8 Ay ity sl oo alss ol 3 s oo s Jd 2 gy
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan,
memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

dapat mengambil pelajaran.”

Kebijakan perusahaan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo menurut Bapak
Agus Zain Arifin adalah bahwa sedang mengupayakan program dengan tujuan

untuk kesejahteraan para karyawan yang diberikan para karyawannya kebijakan
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tersebut yang dilakukan oleh perusahaan memang tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku, namun dari izin usaha perusahaan tersebut memilikinya yang berupa (Siup,
Pdp, Ho, Sku) sedangkan kebijakan yang saat ini sedang direncanakan untuk
perusahaan jalankan salah satunya adaah kebijakan mengenai kesejahteraan antara

lain sebagai berikut:*°

1. Gaji para karyawan perminggu sistem pemberian upah dari
perusahaan ke para karyawannya menggunakan sistem borong dan
diberikan upah perminggu (7 (tujuh) hari);

2. Sistem lembur yang berlaku di Pabrik Gula tersebut perjam Rp.
20.000,- (dua ribu rupiah) dibayar perminggu;

3. Jam kerja yang berlaku di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo
adalah jam 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;

4. Waktu istirahat yang berlaku di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo

adalah jam 13.00 WIB dampai dengan 14.00 WIB.

C. Implementasi UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PTPN
Pabrik Gula Panji Situbondo Perspektif Magasid Syariah
Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak
untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan
kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai

agama. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah

40 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan Terbatas
Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember 2019, jam 10.00 WIB.
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peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBI Nomor
406 Tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai untuk menghadapi kemajuan

dan perkembangan jaman yang ada.

Terkait dengan ketentuan tersebut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perusahaan wajib menerapkan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem
manajemen perusahaan. Oleh karena itu menurut Peneliti perusahaan dalam
penelitian ini adalah PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo wajib menyediakan alat-
alat penunjang kesehatan dan keselamatan kerja yang telah dicantumkan dalam
anggaran pengeluaran perusahaan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang ruang lingkupnya meliputi
segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air
maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik
Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja
dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan,
pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan,
barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat
menimbulkan bahaya kecelakaan. Walaupun sudah banyak peraturan yang
diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih banyak kekurangan dan
kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3
serta sarana yang ada. Oleh Kkarena itu, masih diperlukan upaya untuk

memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan
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sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan

pengawasan norma K3 agar berjalan baik.

Berkaitan dengan uraian tersebut berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa setiap pekerja
atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat serta nilai-nilai agama, serta Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa
penerapan sistem manajemen keselamaatan dan kesehatan kerja diatur dengan

Peraturan Pemerintah

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa pelaksanaan
pengawasan norma K3 tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat
provinsi dan/atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya, dalam penelitian
ini yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo. Pengawasan yang dapat
dilakukan tersebut meliputi pengawasan terhadap pembangunan dan terjaminnya
pelaksanaan komitmen, organisasi, sumber daya manusia, pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang K3, keamanan bekerja, pemeriksaan, pengujian dan
pengukuran penerapan SMK3, pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri,

pelaporan dan perbaikan kekurangan dan tindak lanjut audit.
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Kecelakaan yang terjadi karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak
aman. Kelalaian sebagai sebab kecelakaan tersebut merupakan nilai tersendiri dari
teknik keselamatan. Penyebab dasar kecelakaan kerja diantaranya meliputi faktor
personil terdiri dari (1) kelemahan pengetahuan dan skill, (2) kurang motivasi, (3)
problem fisik, (4) faktor pekerjaan meliputi standar kerja tidak cukup memadai,
pemeliharaan tidak memadai, pemakaian alat tidak benar, kontrol pembelian tidak
ketat serta yang terakhir adalah (5) penyebab langsung kecelakaan kerja. Kedua
adalah terkait dengan tindakan tidak aman yaitu (1) mengoperasikan alat bukan
wewenangnya, (2) mengoperasikan alat dengan kecepatan tinggi, (3) posisi kerja
yang salah, (4) perbaikan alat, pada saat alat beroperasi, (5) kondisi tidak aman
meliputi tidak cukup pengaman alat, tidak cukup tanda peringatan bahaya,
kebisingan atau debu di atas nab, dan yang terakhir adalah kondisi dimana adanya

house keeping yang tidak berjalan dengan baik.**

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa para pekerja memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan bagi keselamatannya dalam bekerja namun PTPN
Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum mengaplikasikan kewajiban untuk
memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut dengan baik. Hal tersebut
dibuktikan dengan para pekerja/buruh yang bekerja disana sering terjadi kecelakaan
kerja dikarenakan kurangnya alat pengaman dan keselamatan serta kurangnya
pengecekan terhadap Kinerja alat-alat produksi dan alat-alat penunjang yang
dipergunakan sehari-hari. Sebagai cotoh adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh

cakar ampas tebu, mixer penggiling gula, plendes, kebocoran gas beracun, atap

41 Hasil wawancara dengan Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si. Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Situbondo, tanggal 9 Desember 2019, jam 12.00 WIB.
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yang lapuk sehingga menyebabkan pekerja jatuh dari ketinggian, ataupun peralatan
maupun bahan-bahan yang berdebu sehingga menyebabkan iritasi kulit maupun

gangguan pernafasan.

Salah satu tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk menciptakan suatu
kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut juga diartikan sebagai keadaan
dimana hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan
tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum juga akan
tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada
asas, demikian pula pembuatan dan pengembangan UU harus berkaitan, menuju
kearah persatuan yang tidak saling bertentangan.*? Ajaran kepastian hukum ini
berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran
positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang
otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya

kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin
terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum
dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.
Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan
untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk

kepastian.*® Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M.

42 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT Toko Gunung
Agung Tbk, Jakarta, 2002, him. 84.
43 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT Toko Gunung
Agung Tbk, Jakarta, 2002, him. 83.
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Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi

tertentu mensyaratkan:**

a. Tersedia aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah
diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

b. Bahwa instansi penguasa menerapkan aturanaturan hukum tersebut
secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi
dan karena itu menyesuaikan perilaku terhadap aturan tersebut;

d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;

e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa
kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah
hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum
yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya
(realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara
dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Sehingga dalam
penerapan aturan-aturan hukum terjadi keselarasan antara negara dan rakyat,
dengan demikian aturan-aturan hukum tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan
keinginan negara dan pemerintah maupun kepentingan dari masyarakat dan tidak
terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Sudikno

Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa

4 Sidharta, Moralitas profesi hukum: suatu tawaran kerangka berpikir, Bandung, PT. Refika
Aditama, 2006, hlm. 85.
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yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat
dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun
hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, yang berarti mengikat
setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif,

individualistis, dan tidak menyamaratakan.*

Salah satu unsur yang harus terpenuhi agar peraturan hukum dapat berjalan
secara efektif adalah “instansi penguasa menerapkan aturanaturan hukum tersebut
secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.” Dalam penelitian ini instansi
penguasa yang dimaksud adalah Dinas Ketenagakerjaan yang bertindak dibawah
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sehingga dapat dikatakan
sebagai instansi penguasa (Pemerintah). Untuk itu, agar peraturan mengenai
keselamatan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20113 Tentang
Ketenagakerjaan dapat memberikan suatu kepastian hukum khususnya bagi tenaga
kerja, maka Dinas Ketenagakerjaan perlu mengaplikasikan sanksi yang tegas bagi
pihak pemberi kerja yang tidak memberikan keselamatan kerja dengan baik

termasuk diantaranya adalah PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo.

Lebih lanjut lagi ketika berbicara tentang sebuah hukum yang ada kaitannya
dengn sebuah peraturan. Salah satu fungsi lain adanya hukum adalah huukum
sebagai alat kontrol sosial yang digunakan oleh manusia, makadari itu hukum
merupakan salah satu alat pengendali sosial. Disini kontrol sosial merupakan suatu
aspek normatif dalam kehidupan sosial. Dari sinilah maka timbul sebuah

pernyataan bahwa kontrol sosial sebagai pemberi definisi tingkah laku yang

%5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi ke-3 cetakan ke-1, Yogyakarta,
Liberty, 2007, him. 160.
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menyimpang, setelah penyimpangannya maka timbulah akibat-akibat seperti

adanya berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.“

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan
sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku seseoang (manusia). tingkah laku
disini diartikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum.
Akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan kepada seseorang yang
melakukan pelanggaran. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa hukum mengarah
agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman
terwujud. 4 Namun pada kenyataannya jika dikaitkan dalam penelitian ini,
sekalipun sudah ada UU yang mengatur tentang hak-hak para pekerja PTPN Pabrik
Gula Panji Situbondo masih belum maksimal dalam melaksanakan aturan tersebut.
Akibatnya fungsi hukum sebagai kntrol social mssih belu berjalan dengan

sempurna.

Ketika hal ini dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman lebih tepatnya dengan
magasid syariah, tentu sedikit bertentangan dimana kita megetahui bahwa yang
dimaksud dengan magqasid syariah adalah tujuan diberlakukannya hukum Islam.
Dikalangan ulama ushul figh tujuan hukum tersebut biasa disebut magashid asy-
syariah, yaitu tujuan asy-Syari’ dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut
dapat difahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan sunna

Rasulullah SAW.48

Magashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu Magashid dan al-syariah

yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih.

46 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial. (Bandung: Alumni, 1983), him. 35
47 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial. (Bandung: Alumni, 1983), him. 36
48 Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), him. 304
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Kata maqgashid adalah jamak dari kata maqgshad artinya maksud dan tujuan. Kata
syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh
Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan
Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah
atau dijelaskan Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari’at adalah
“maksud”, maka kata syari’ah berarti pembuat hukum atau syari’, bukan hukum itu
sendiri. dengan begitu arti dari kata magashid al-syariah berarti apa yang dimaksud
oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang dituju Allah dalam menetapkan

hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Menghindari kemudharatan baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk
kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu
melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung mabuk. Adapula
mudharat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak
dirasakan mudharatnya, bahkan dirasa nikmat seperti berzina dengan pelacur dan

lain sebagainya.

Berikut adalah segi yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam

penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:>

a. Memelihara agama atau keberagamaan (ol Lais)

b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (il Jads)
c. Memelihara akal (Jaall Laés)

d. Memelihara keturunan (Jull laés)

e. Memelihara harta (Jl Laés)

49 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2 cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), him 231
50 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2 cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 233
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Urain diatas dapat kita ketahui kurangnya hak-hak yang seharusnya didapatkan
oleh pekerja bias menjadi sebuah permasalahan, salah satu permasalahan tersebut
adalah terjadinya kecelakaan kerja seperti yang telah peneliti sebutkan diawal.
Kecelakaan kerja yang terjadi bisa menyebabkan pekerja mengalami luka ringan
hingga menyebabkan mereka kehilangan nyawanya, jelas kondisi yang seperti ini
bertentangan dengan salah satujuan maqasid syariah yaitu hifdul nafs (menjaga
jiwa). Maksud dari hifdul nafs (menjaga jiwa) adalah kehidupan atau jiwa itu
merupakan pokok dari segalanya karena segalanya didunia ini bertumpu pada jiwa.
Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya

dalam rangka Jalbu Manfaatin.

BL4 . T s (%t (a2t s o& [3F o0& 2% (4
Bl Joll a3 33 L \~<¢5J”‘) \-<M-‘“‘ lgs

Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan
bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim: 6

Oleh karena itu apapun yang dilakukan atau dikerjakan manusia harus tetap
menjaga dirinya atau orang lain dari marabahaya, karena salah satu tujuan
diturunkan agama adalah supaya manusia mengerti bahwa menja diri sendiri dan
orang lain bagian dari syariat agama Islam. Berkaitan dengan sikap PTPN, yang
menyatakan bahwa mereka telah berupaya meningkatkan dan memberikan semua
hak-hak pekerja, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan bahwa mereka telah
melaksankan hifdul nafs secara sepenuhnya. Menurut peneliti pihak PTPN
dikatakan sudah melaksankan hifdul nafs ketika semua hak-hak pekerja telah

terpenuhi. Selama masih ada hak-hak pekerja yang terbengkalai, peneliti menilai

51 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2, h. 233
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pihak PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo belum melaksanakan maqasid syariah

Khususnya dalam hal hifdul nasl, wallahu ‘alam bissyoaf.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo belum sepenuhnya
terlaksana, karena masih ada beberapa hak-hak pekerja yang belum
diberikan seperti helm kerja yang perlu peremajaan, sepatu kerja dan
sarung tangan kerja yang membutuhkan peremajaan.

2. Implementasi pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo ternyata masih belum
sesuai dengan magqasid syariah khushunya hifdul nafs, karena adanya
hak-hak pekerja yang belum semuanya diberikan memberikan dampak
yang salah satunya menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Dan hal

itu yang oleh magasid syariah tidak diinginkan.

B. Saran

1. Kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo harus melakukan penyuluhan lebih
lanjut mengenai pentingnya fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan Kerja,
selain itu Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo juga harus lebih melakukan
pengawasan terhadap pemberi kerja terutama dalam bidang produksi untuk

menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja serta
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memberikan sanksi yang tegas kepada pemberi kerja yang tidak menyediakan
fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja tersebut.

2. Kepada PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo
PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo harus segera menyediakan kelengkapan alat
keamanan guna memfasilitasi dan menunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi
tenaga kerja/buruh.

3. Kepada Tenaga Kerja/Buruh
Tenaga kerja/buruh harus lebih berhati-hati dalam membuat kontrak kerja dengan
pemberi Kkerja, tenaga kerja harus memperhatikan ada atau tidaknya fasilitas
penyandang kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan milik pemberi kerja
tersebut. Selain itu tenaga kerja harus lebih vokal dalam menuntut tersedianya alat
keselamatan guna menunjang kesehatan dan keselamatan kerja selam proses

produksi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Buku

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).
Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2002.

Ali, Ahmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya. Jakarta:
Galiah, 2002.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada : 2006.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prakek. Jakarta: PT.
Rienek Cipta. 2002.

Asyhadier, Zaeni. Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan
Kerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Dahlan, Rahman. Ushul Figh. Jakarta: Amzah, 2011.

Hakim, Abdul. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bandung: PT.
Citra Aditya, 2007.

Koentjaraningrat. Metode — Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi ke-3 cetakan ke-
1, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni, 1983.

Setiawan, Guntur. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Penerbit
PT. Balai Pustaka, 2004.

Sidharta, Moralitas profesi hukum: suatu tawaran kerangka berpikir. Bandung: PT.
Refika Aditama, 2006.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press, 2005.

Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti,
1999.

Syarifuddin, Amir. Ushul Figh 2 cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2008)

Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Penerbit PT.
Grasindo Publisher, 2002.

65



66

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika,
2002.

Jurnal

Diab, Ashadi L. Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan
Social Welfare. Jurnal Al-Adl, Vol 7 No 2, 2004.

Lembar Negara

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si. Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, tanggal 9 Desember 2019, jam 12.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si. Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, tanggal 9 Desember 2019, jam 12.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si. Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, tanggal 9 Desember 2019, jam 12.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan
Terbatas Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember
2019, jam 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan
Terbatas Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember
2019, jam 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Supriadi salah satu tenaga kerja di Perseroan
Terbatas Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 27 Desember
2019, jam 16.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Deni salah satu tenaga kerja di Perseroan Terbatas
Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 27 Desember 2019,
jam 20.00 WIB



67

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan
Terbatas Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember
2019, jam 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan
Terbatas Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember
2019, jam 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Prayitno warga yang bertempat tinggal di sekitar
PTPN Pabrik Gula Panji, Kabupaten Situbondo, tanggal 27 Desember 2019, jam
10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan
Terbatas Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember
2019, jam 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Zain Arifin General Manager Perseroan
Terbatas Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Panji Situbondo, tanggal 10 Desember
2019, jam 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si. Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, tanggal 9 Desember 2019, jam 12.00 WIB.



ONVIVIN 40 ALISHIAINN DJIAVISI 31VLS NIHVAEAI MITTVIN VNVINVIN 40

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo



=iy

Foto wawancara dengan Bapak Untung Suharno, BE, SH, M.Si.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, tanggal 9 Desember 2019, jam 12.00
WIB.
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Foto hasil wawancara di tempat tinggal Deni berlokasi di Jalan Semeru no.61,
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jam 19.00
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Foto hasil wawancara di tempat tinggal Deni berlokasi di Jalan Semeru
no.61, Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo pada tanggal 26
Desember 2019 jam 19.00
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Foto pengangkutan tebu dari truk ke mesin penggilingan tebu di PTPN XI PG Panji
Situbondo.
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Foto pengangkutan tebu dari truk ke mesin produksi di PTPN Xl PG Panji
Situbondo.
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